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TAHUN ANGGARAN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG BARAT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 Peraturan
Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 perlu ditetapkan Peraturan
Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional
pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan
Kabupaten Daerah Tingkat Il Lampung Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan.Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikdft Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomer' 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
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11.
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13:

14.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia
Nomor 5049), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Undang-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam
rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian
nasional dan/atau stabilitas system keuangan menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6516);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan
dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4829);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1
Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6177);
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Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung
Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6622);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021,

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga
Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 57);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan

dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 10067);
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Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar
Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang
Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar
Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun
2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang
Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi
Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun

2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1777);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang
Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1213);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang
Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman
dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar
Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di
Lingkungan Pemerintah Daerah,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 926);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020
tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran
Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2011 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun
2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 3), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2020 (Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun
2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 4), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4
Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun
2012 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun
2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 5), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung
Barat Nomor 5 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor
1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun
2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun
2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2021 Nomor 11);




MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Iy

10.
11.
12.

13.

14.

15.

Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat
hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut

prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bupati adalah Bupati Lampung Barat.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan perda.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah
nilai kekayaan bersih dalam priode tahun anggaran berkenaan.

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih dalam priode tahun anggaran berkenaan.

Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran
yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima
sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain
sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja
Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang
memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi
yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah
program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat
Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan
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{kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.




Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 1.035.041.046.662,00
(satu triliun tiga puluh lima miliar empat puluh satu juta empat puluh enam ribu enam
ratus enam puluh dua rupiah) yang bersumber dari:

a. pendapatan asli daerah;
b. pendapatan transfer; dan
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a
sebesar Rp. 73.660.779.843,00 (tujuh puluh tiga miliar enam ratus enam puluh
juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh tiga
rupiah), yang terdiri atas:

a. pajak daerah;

b. retribusi daerah;

c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar
Rp. 13.038.206.178,00 (tiga belas miliar tiga puluh delapan juta dua ratus enam
ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah).

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar
Rp. 2.289.310.896,00 (dua miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga
ratus sepuluh ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah).

. (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c sebesar Rp. 6.623.153.836,00 (enam miliar enam ratus dua puluh
tiga juta seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah).

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d sebesar Rp. 51.710.108.933,00 (lima puluh satu miliar tujuh ratus
sepuluh juta seratus delapan ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah).

Pasal 5

(1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a
sebesar sebesar Rp. 13.038.206.178,00 (tiga belas miliar tiga puluh delapan juta
dua ratus enam ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

pajak hotel,;

pajak restoran;

pajak hiburan;

pajak reklame;

pajak penerangan jalan;

Pajak Parkir;

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
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(3)

(4)

(5)

(6)

(8)

(9)

(1)

Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar

Rp. 94.852.100,00 (sembilan puluh empat juta delapan ratus lima puluh dua ribu
seratus rupiah).

Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar

Rp. 1.563.720.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus dua
puluh ribu rupiah).

Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar
Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar

Rp. 103.376.142,00 (seratus tiga juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu seratus
empat puluh dua rupiah).

Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar
Rp. 6.360.000.000,00 (enam miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah).

Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar
Rp. 90.600.000,00 (sembilan puluh juta enam ratus ribu rupiah).

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp. 4.320.157.936,00 (empat miliar tiga

ratus dua puluh juta seratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh
enam rupiah).

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf h sebesar Rp. 503.000.000,00 (lima ratus tiga juta rupiah).

Pasal 6

Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b sebesar
Rp. 2.289.310.896,00 (dua miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga
ratus sepuluh ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

a. Retribusi Jasa Umum;
b. Retribusi Jasa Usaha; dan
c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar
Rp. 914.923.396,00 (sembilan ratus empat belas juta sembilan ratus dua puluh
tiga ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah) yang terdiri dari :

a. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan sebesar Rp. 139.800.000,00
(seratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

b. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar Rp. 132.595.000,00
(seratus tiga puluh dua juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

c. Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp. 299.308.800,00 (dua ratus sembilan
puluh sembilan juta tiga ratus delapan ribu delapan ratus rupiah), terdiri dari :
a) Retribusi Pelataran sebesar Rp. 52.800.000 (lima puluh dua juta delapan

ratus ribu rupiah);

b) Retribusi Los sebesar Rp. 167.251.200,00 (seratus enam puluh tujuh juta

~dua ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah);
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(4)

c) Retribusi Kios sebesar Rp. 79.257.600,00 (tujuh puluh sembilan juta dua
ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima

puluh juta rupiah);

Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebesar Rp. 4.400.000,00 (empat juta

empat ratus ribu rupiah); dan

Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar

Rp. 287.819.596,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus

sembilan belas ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah);

Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar
Rp. 1.367.537.500,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga
puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), yang terdiri dari :

a.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp. 494.650.000,00 (empat
ratus sembilan puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah); terdiri
dari :

a) Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan sebesar Rp. 368.950.000,00
(tiga ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu
rupiah);

b) Retribusi Pemakaian Ruangan sebesar Rp. 22.500.000,00 (dua puluh dua
juta lima ratus ribu rupiah);

¢) Retribusi Pemakaian Alat sebesar Rp. 103.200.000,00 (seratus tiga juta
dua ratus ribu rupiah);

Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebesar Rp. 500.700.000,00 (lima

ratus juta tujuh ratus ribu rupiah);

Retribusi Terminal sebesar Rp. 6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu

rupiah);

Retribusi Tempat Khusus Parkir sebesar Rp. 56.784.000,00 (lima puluh enam

juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila sebesar

Rp. 145.398.500,00 (seratus empat puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh

delapan ribu lima ratus rupiah);

Retribusi Rumah Potong Hewan sebesar Rp. 5.055.000,00 (lima juta lima

puluh lima ribu rupiah);

Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga sebesar Rp. 63.200.000,00

(enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebesar Rp. 95.450.000,00

(sembilan puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ sebesar
Rp. 6.850.000,00 (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri
dari Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Pasal 7

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf c sebesar Rp. 6.623.153.836,00 (enam miliar enam ratus dua
puluh tiga juta seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah)
terdiri dari bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas




Pasal 8

(1) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4
ayat (1) huruf d sebesar Rp. 51.710.108.933,00 (lima puluh satu miliar tujuh ratus

sepuluh juta seratus delapan ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah), yang
terdiri atas:

jasa giro;
pendapatan bunga;

penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
pendapatan dari pengembalian;

pendapatan BLUD; dan

pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir.
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(2) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah jasa giro pada kas
daerah sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

" (3) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah sebesar
Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(4) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ adalah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap
Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebesar Rp. 995.000.000,00
(sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah).

(5) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
sebesar Rp. 151.500.000,00 (seratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

a. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan
sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

b. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas
sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

(6) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar
Rp. 47.011.033.933,00 (empat puluh tujuh miliar sebelas juta tiga puluh tiga ribu
sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah).

(7) Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f sebesar Rp. 52.575.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus tujuh puluh
lima ribu rupiah).

Pasal 9

(1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar
Rp. 961.380.266.819,00 (sembilan ratus enam puluh satu miliar tiga ratus
delapan puluh juta dua ratus enam puluh enam ribu delapan ratus sembilan belas
rupiah), yang terdiri atas:

a. pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
b. pendapatan Transfer Antar Daerah.
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(4)

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a sebesar Rp. 885.434.520.817,00 (delapan ratus delapan puluh lima miliar

empat ratus tiga puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu delapan ratus tujuh
belas rupiah), yang terdiri atas :

a. Dana Perimbangan;
b. Dana Insentif Daerah (DID); dan
c. Dana Desa/Pekon.

Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebesar
Rp. 756.391.543.817,00 (tujuh ratus lima puluh enam miliar tiga ratus sembilan

puluh satu juta lima ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tujuh belas
rupiah), yang terdiri atas :

a. dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH);

b. dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU);

¢. dana transfer khusus- dana alokasi khusus (DAK) Fisik; dan
d. dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik.

Dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH) dimaksud pada ayat (3) huruf a
sebesar Rp. 23.927.817.404,00 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh

tujuh juta delapan ratus tujuh belas ribu empat ratus empat rupiah), yang terdiri
atas :

a. DBH pajak bumi dan bangunan sebesar Rp. 6.696.138.854,00 (enam miliar
enam ratus sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh delapan ribu delapan
ratus lima puluh empat rupiah);

b. DBH PPh Pasal 21 sebesar Rp. 5.125.735.590,00 (lima miliar seratus dua
puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh
rupiah);

c. DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN sebesar Rp. 66.485.174,00 (enam
puluh enam juta empat ratus delapan puluh lima ribu seratus tujuh puluh
empat rupiah);

d. DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) sebesar Rp. 336.884.287,00 (tiga ratus tiga
puluh enam juta delapan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus delapan
puluh tujuh rupiah);

e. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi sebesar Rp. 6.564.209.215,00
(enam miliar lima ratus enam puluh empat juta dua ratus sembilan ribu dua
ratus lima belas rupiah);

f. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi sebesar Rp. 403.404,00 (empat ratus
tiga ribu empat ratus empat rupiah);

g. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi sebesar
Rp. 2.216.257.013,00 (dua miliar dua ratus enam belas juta dua ratus lima
puluh tujuh ribu tiga belas rupiah);

h. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent sebesar
Rp. 630.188.230,00 (enam ratus tiga puluh juta seratus delapan puluh
delapan ribu dua ratus tiga puluh rupiah);

i. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty sebesar
Rp. 340.726.892,00 (tiga ratus empat puluh juta tujuh ratus dua puluh enam
ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah);

j. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)

sebesar Rp. 114.061.490,00 (seratus empat belas juta enam puluh satu ribu

agrppat ratus sembilan puluh rupiah);




(5)
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k. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan sebesar Rp. 1.836.727.255,00 (satu

miliar delapan ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu
dua ratus lima puluh lima rupiah);

Dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU) dimaksud pada ayat (3) huruf b
sebesar Rp. 492.394.862.000,00 (empat ratus sembilan puluh dua miliar tiga
ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Dana transfer khusus- dana alokasi khusus (DAK) Fisik dimaksud pada ayat (3)
huruf ¢ sebesar Rp. 96.086.076.488,00 (sembilan puluh enam miliar delapan

puluh enam juta tujuh puluh enam ribu empat ratus delapan puluh delapan
rupiah), yang terdiri atas :

a.

b.

DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD sebesar Rp. 940.577.000,00
(sembilan ratus empat puluh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD sebesar Rp. 24.557.908.000,00 (dua
puluh empat miliar lima ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus delapan
ribu rupiah);

DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP sebesar Rp. 18.022.039.000,00
(delapan belas miliar dua puluh dua juta tiga puluh sembilan ribu rupiah);
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah  sebesar
Rp. 285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah);

DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian sebesar
Rp. 3.494.145.000,00 (tiga miliar empat ratus sembilan puluh empat juta
seratus empat puluh lima ribu rupiah);

DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB
sebesar Rp. 10.781.688.763,00 (sepuluh miliar tujuh ratus delapan puluh satu
juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh tiga
rupiah);

DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat sebesar
Rp. 649.766.688,00 (enam ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus enam
puluh enam ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah);

DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB sebesar
Rp. 1.607.720.000,00 (satu miliar enam ratus tujuh juta tujuh ratus dua
puluh ribu rupiah);

DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)
sebesar Rp. 1.571.262.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh satu juta
dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan sebesar Rp. 12.721.983.000,00 (dua
belas miliar tujuh ratus dua puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tiga
ribu rupiah);

DAK Fisik-Bidang Air Minum-reguler sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan
ratus juta rupiah);

DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler sebesar Rp. 5.083.429.000,00 (lima miliar
delapan puluh tiga juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem

Kesehatan sebesar Rp. 15.570.558.037,00 (lima belas miliar lima ratus tujuh
puluh juta lima ratus lima puluh delapan ribu tiga puluh tujuh rupiah).




(7) Dana transfer khusus- dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik dimaksud pada ayat
(3) huruf d sebesar Rp. 143.982.787.925,00 (seratus empat puluh tiga miliar

sembilan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu
sembilan ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas :

a. DAK Non Fisik-BOS Reguler sebesar Rp. 39.784.840.000,00 (tiga puluh
sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta delapan ratus empat
puluh ribu rupiah);

b. DAK Non Fisik-TPG PNSD sebesar Rp. 62.997.490.000,00 (enam puluh dua
miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh
ribu rupiah);

c. DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD sebesar Rp. 2.481.000.000,00 (dua miliar
empat ratus delapan puluh satu juta rupiah);

d. DAK Non Fisik-TKG PNSD sebesar Rp. 2.323.37 9.000,00 (dua miliar tiga ratus
dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

e. DAK Non Fisik-BOP PAUD sebesar Rp. 3.589.240.000,00 (tiga miliar lima ratus
delapan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

f. DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan sebesar Rp. 763.710.000,00 (tujuh
ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

g. DAK Non Fisik-BOKKB-BOK sebesar Rp. 24.686.338.000,00 (dua puluh empat
miliar enam ratus delapan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu
rupiah);

h. DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan sebesar
Rp. 406.876.000,00 (empat ratus enam juta delapan ratus tujuh puluh enam
ribu rupiah);

i. DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan sebesar Rp. 512.1 10.925,00 (lima
ratus dua belas juta seratus sepuluh ribu sembilan ratus dua puluh lima
rupiah);

J.  DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB sebesar Rp. 4.232.707.000,00 (empat miliar dua
ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah);

k. DAK Non Fisik-PK2UKM sebesar Rp. 400.800.000,00 (empat ratus juta delapan
ratus ribu rupiah);

1. DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal sebesar Rp. 345.997.000,00 (tiga
ratus empat puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu
rupiah);

m. DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak sebesar
Rp. 451.800.000,00 (empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus ribu
rupiah);

n. DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar
Rp. 1.006.500.000,00 (satu miliar enam juta lima ratus ribu rupiah);

(8) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebesar
Rp. 11.559.480.000,00 (sebelas miliar lima ratus lima puluh sembilan juta empat
ratus delapan puluh ribu rupiah).

(9) Dana desa/pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ sebesar
Rp. 117.483.497.000,00 (seratus tujuh belas miliar empat ratus delapan puluh
tiga juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

(10) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
sebesar Rp. 75.945.746.002,00 (tujuh puluh lima miliar sembilan ratus empat

puluh lima juta tujuh ratus empat puluh enam ribu dua rupiah) dari pendapatan
i il pajak yang terdiri dari :




a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebesar
Rp. 16.816.052.929,00 (enam belas miliar delapan ratus enam belas juta lima
puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah);

b. Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar
Rp. 16.026.626.447,00 (enam belas miliar dua puluh enam juta enam ratus
dua puluh enam ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah);

c. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar
Rp. 21.176.224.937,00 (dua puluh satu miliar seratus tujuh puluh enam juta
dua ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah);

d. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan sebesar Rp. 266.620.664,00 (dua
ratus enam puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu enam ratus enam
puluh empat rupiah); dan

€. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp. 21.660.221.025,00 (dua puluh

satu miliar enam ratus enam puluh juta dua ratus dua puluh satu ribu dua
puluh lima rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 1.112.536. 131.046,00 (satu
triliun seratus dua belas miliar lima ratus tiga puluh enam juta seratus tiga puluh satu
ribu empat puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja operasi;

b. Belanja modal;

c. Belanja tidak terduga; dan
d. Belanja transfer.

Pasal 11

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a sebesar
Rp. 753.345.910.113,00 (tujuh ratus lima puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh
lima juta sembilan ratus sepuluh ribu seratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas:

belanja pegawai;

belanja barang dan jasa;
belanja bunga,;

belanja hibah; dan
belanja bantuan sosial.
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(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar
Rp. 439.557.838.884,00 (empat ratus tiga puluh sembilan miliar lima ratus lima
puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus delapan
puluh empat rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar
Rp. 286.861.840.345,00 (dua ratus delapan puluh enam miliar delapan ratus
enam puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu tiga ratus empat puluh lima
rupiah).

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c¢ sebesar
Rp. 3.964.805.812,00 (tiga miliar sembilan ratus enam puluh empat juta delapan
na ribu delapan ratus dua belas rupiah).




(S)

(3)

(4)

(5)

(7)

Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar

Rp. 21.052.070.072,00 (dua puluh satu miliar lima puluh dua juta tujuh puluh
ribu tujuh puluh dua rupiah).

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar

Rp. 1.909.355.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan juta tiga ratus lima
puluh lima ribu rupiah).

Pasal 12

Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a
sebesar Rp. 439.557.838.884,00 (empat ratus tiga puluh sembilan miliar lima

ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus
delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

belanja gaji dan tunjangan ASN;

belanja tambahan penghasilan ASN;

tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
belanja gaji dan tunjangan DPRD;

belanja gaji dan tunjangan Bupati dan Wakil Bupati;

belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Bupati dan Wakil Bupati;
dan

g. belanja pegawai BLUD.

™o Qoo

Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
sebesar Rp. 288.521.436.537,00 (dua ratus delapan puluh delapan miliar lima

ratus dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh enam ribu lima ratus tiga puluh
tujuh rupiah).

Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
sebesar Rp. 40.480.108.940,00 (empat puluh miliar empat ratus delapan puluh
juta seratus delapan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).

Tambahan penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 74.213.736.000,00
(tujuh puluh empat miliar dua ratus tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh enam
ribu rupiah).

Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
sebesar Rp. 14.444.265.300,00 (empat belas miliar empat ratus empat puluh
empat juta dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus rupiah).

Belanja gaji dan tunjangan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e sebesar Rp. 160.351.000,00 (seratus enam puluh juta tiga ratus
lima puluh satu ribu rupiah).

Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta Bupati dan Wakil Bupati
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp. 510.880.000,00 (lima
ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).




